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Kenaikan Biaya Haji Ideal

KPK: Kalau Nggak Naik, Rugikan
Calon Jemaah Yang Belum Berangkat

KEMENTERIAN Agama (Ke-
menag) mengusulkan braya haji
yang dibayarkan calon jemazh
haji naik menjadi Rp 69 juta ta-
hun 1ni. Komisi Pernberantasan
Korupsi (KPK) menyebut, jika
biaya haji tidak naik, maka calon
jemah yang helum berangkal
akan rugi,

Hal 1tu dikatakan Wakil Ketua
KPK Nurul Ghufron. Dia awal-
nya mengatakan, pada 2022
muncul Keputusan Presiden
{Keppres) terkait besaran heban
biaya haji bagi jemaah Aceh
hingga Makassar senilal Rp
39,8 juta per orang, Total penye-
lenggaraan biaya hagt untuk tiap
Jemaah saat itu Rp 81,7 juta.

Ghufron mengatakan, selama
i biaya hapt vang dibavarkan
Jemaah menjadi lehih ringan
karena disokong nilai manfaal
dart Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH).

Tapt, selama im jumlab mlai
manfaat yang digelontorkan
untuk mensubsidi jemaah haji
dikeluarkan secard berlebihan.

“Yang rugi bukan siapa-siapa,
tapi jemaah yang belum berang-

kat akan dirngikan,” kata Gho-
fron di Jakarta, kemarin,

Ghufron menjelaskan, dalam
pembizyaan haji terdapat Biaya
Penyelenggaraan [badah Hapt
(BPIH). BPIH merupakan biaya
[00 persen penyelenggaraan
ihadah haji.

Selain itu, terdapat komponen
Biava Perjalanan badah Hagi (Bi-
pih. Biaya ini sehagian ongkos
haji yang ditanggung jemaah,

Kemudian. terdapat kompo-
nen nilai manfaat vang menutup
kekurangan ongkos dart jeniaah,
sehingga membuat biava haji
1000 persen.

Duna manfaat drambil dari
pengelolaan uang ihadah haji
yang tclah dibavarkan dan ke-
berangkatannya terlunda.

Menurut Ghufron, berkaca
pada penyelenggaraan ibadah
haji 2022, pengeluaran dana
manfaat membengkak karena
biaya operasional di Arab Saudi
meningkat,

Saat itu, nilai manfaat dari
BPKH harus menangeung 60
persen dari total biaya haji. Se-
mentara, cadangan nilai manfaat

ferus menipis.

“Kondisi ini jika diteruskan
tinggal menunggu waktu. Dana
BPKH akanhabis nilaimanfaat-
nva karena lelah ter(orsir untuk
menutupi iaya jemaah haji vang
lelah berangkat,” jelasnya,

Persoalan ini harus diketahut
masyarakat. Dia juga meminta
Kenaikan biaya hajt tidak dipan-
dang membebani jemaah secara
sewenang-wenang.

Jika-biaya haji tidak dinaik-
kan dan besaran persentase
yang ditanggung nilai manfaat
ficlak difurunkan, kata dia, maka
kerugian akan ditanggung oleh
jemaah yang belum berangkat.

Schab. jemazh haji vang be-
[um berangkat juga berhak atas
nilai manfaat i pengelolaan
dana haji.

“Pejuang ketidaknaikan biaya
haji tersebut seakan membela
Jemaah haji yang akan berangkat
tahun ini. Namun tidak sadar
telah membehani dan merugikan
jemaah haji vang belum berang-
kat,” beber Ghulron.

Sebagai informasi, pada 2019,
KPK juga 1elah melakukan

Kajian optimalisasi pengelolaan
dana haji olch BPKH,

Pada 2020, komisi antira-
suah mengkaji efisiensi biaya
operasional haji secara umum,
haik di Tanah Air maupun di
Arab Saudi,

Di tempat berbeds, Dircktur
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Kenmenag Saiful Mujab menga-
takan, wsulan Biaya Penye-
lenggaraan Ihadah Haji (BPIH)
[444H/2023M vang diwsulkan
Menag menjadi 70 persen Bi-
pih dan 30 persen milai manfaat
masih (leksibel. Dengan kata
lain, angka tersebut masih hisa
berubih,

“Pembagian 30 dan 70 persen
It bukan harga mati. Ini masih
[leksibel, cuma menawarkan,
Pemerintah menawarkan itu
angka ideal,” kata Saiful, saat
diskusi BPTH Berkeadilan dan
Berkelanjutan di Asrama Haji
Pondok Gede, Jakarla, kemarn,

Menurutnya, usulan BPIH it
angka ideal yang ditawarkan
Pemerintah. Sehingga angka
tersebut masi bisa diterapkan di
usulan-usulan sclanjutnya.

“Cuma angka ideal dicapai
S4dl 10k, av nanti dua tahun ke
depan ini yang harus kita dis-
kusikan baik dalam Komisi VIII
dengan BPKH. Angka seperti itu
masih sangat terbuka, jadi belum
Kaku istilabnya,” jelasnya,

Menurutnya, angka yang
diusulkan oleh Menag kepada
Komsi VIIT DPR masih relatif
dinamis. Pihaknya terus mem-
bahas, meneliti serta mengkaji
ulang terkait usulan tersebut.

“InsyaAllah Februarl akan dipu-
tuskan, sckarang masih berkem-
bang. Namun kami menvadari
berul masyarakat perlu tahu semua
hal tersebut agar wak terjadi
kesalahpahaman,” ucapnya,

Sebelumnya, KPK mengun-
dang Mentert Agama Yaqul
Cholil Qoumas dan Kepala
BPKH Fadlul Imansyah membi-
carakan kenaikan dana haji dan
perbaikan tata kelolanya.

Dilam pertemuzn itu, Yagul
menjamin sistem pendanaan
haji tahun ini diterapkan untuk
menjaga keberlangsungan para
calon ihadah haji dart Indonesia
di tahun-tahun mendatang. mOR
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